nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA

PERDATA NOMOR 135/PDT/2014/PT.PBR ( STUDI KASUS)

ana Hukum ( S.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU (%)¥KAN
FAKULTAS HUKUM L

Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuirac.id - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NOE.= 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Di

Pro S \\V‘M Perdhid-A M R »

Pem
Pem : .
Judul Per Ferhadap Perjanjian
P idusia Pada Perkara

( Studi Kasus )

No ggal “Berita Acara PARAF

embimbing | Pembimbing

u ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISJI9AI

nery wejsy sej

1 03/2019
2

3 3

4 09/03/2

Z s = Il I

A

5 11/03/2019

- Per ara Mengutip

4
LY

6 13/03/2019

- Perbaiki Footnote menjadi
Bodynote

7 16/03/2019

- Pembahasan Bab II dan Bab
III ditambah analisis

X

8 20/03/2019

- Acc dan dapat dilanjutkan ke
Pembimbing I

4
A
X
X




33 S

-
5|2
] 0
Q <
.m“.u .m —
S S
=] =]
SEVEY W_
1 1 —.h
N (o)}
=i —
[ o) [ o)
£ ol
S g
= e
on \O
N (o] o
o o — o on < wy
— — — — — —

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU (¥)¥KAN

Komite Akreditasi Nasional

FAKULTAS HUKUM FS 671471

z Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : lawadracid - e-mail lew@uirac.id

!ER—\KRED[TAS[ “ A * BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Dr. Admiral., S.H.,M.H. . drizki Febrianto.,S.H.,M.H.

Mengetahui
Dekan,

LR

dmiral, S.H., M.H

Dr.



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wejsy sejisIdAmu) ueeyeisndiag

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 065/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa
tersebut.

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini
dipandang mampu dan memenubhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
2gi dan Pengelolaan Perguruan
al Pendidikan Tinggi
>di dan Perguruan Tinggi
Menetapkan

HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
/PDT/2014/PT.PBR (STUDI KASUS)

w rpedoman kepada SK. Rektor Nomor :
ripsi mahasiswa fakultas di lingkungan

'tétapkan di :Pekanbaru

tanggal : 14 Maret 2019
n‘.

Pa\a
},.
c/

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 065/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa

tersebut.
Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini

dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

N

Pendidikan Nasional

Y

Unda 2 Nomor : 20 tahun 200

e ok it

Mengingat

N —

n Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

al Pendidikan Tinggi
odi dan Perguruan Tinggi

S IP
A\

Menetapkan

E
o

an Skripsi mahasiswa

tankag

Perdata

HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
g 35/PDT/2014/PT.PBR (STUDI KASUS)

BSOS b
44

£ 28

ﬁ perpedoman kepada SK. Rektor Nomor :
& | ripsi mahasiswa fakultas di lingkungan

iumy sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

3
4 Ke ; aku s e ka ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau

untuk dilaksanakan.

etapkan di :Pekanbaru
ada tanggal  :14 Maret 2019

By

dmiral, S.H., M.H.

anaie
=

: U\fo\//'/

-=" Dr.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU !LSAI!.
FAKULTAS HUKUM s

Alamat : J1. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
. Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834,-721 _27
Website : lawuirac.id - e-mail : law@uirac.id
ERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

>
Berdasar m &: as Huk Isla au, Nomor : 120
/KPTS/FH-UIR/: o ggal 13 April 2019

telah_dilaksanakan Ujic \SKkripsi_Prog i Kum Fakultas Hukum
Universitas “ 1ia amsz

Nama
NPM
Progra

Judul Ski

erhadap Perjanjian
Pidusia Pada Perkara

Tanggal

Waktu U
Tempat U
IPK
Predikat Ke!

- &K

"q
n Penguji .
A ) _An
1. Dr.Admiral, S.H.,, M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

L ESEY W RS )

e

 dNUg
-

NET} WeJS] Se}IsIoAIu) HBB}]BZISIICI.IB(I
i disay yejepe i udwnyo(]

3. DesiApriani, S.H., M.H 3. ’ \
B2 18y

4. Rahmi Yuniarti, S.H., M.H /& NG

A 2 1 . A 1

4

\ Z [ 217\ % j [Pekanbary, 13 April 2019
\\:3 S e Q‘Fa%ﬂukum UIR
* 3 a.‘.,:'.r_‘,/" x .



nery wejsy sejisIdAmu) ueeyeisndiag

DI disay yepepe jup udwnyo(

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

UM TERHADAP
DENGAN
A PERKARA
PTPBR (STUDI

Pekanbaru, 4 April 2019

Yang menyatakan,



T 100!

o

QJWH:MH.A

%S2Z / 1961225601
6T0Z/dINHA AN /(1'3poY ) / (640 "ou) : 33Y * ON

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan diﬁum:wmwi & N%v




ABSTRAK

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perbuatan
yang merugikan orang lain disebut perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
Pihak yang merasa telah dirugikan karena dirampas hak dan kepentingannya dapat
mengajukan gugatan kesPengadilan Negeri. Sepertichalnya perkara perdata Nomor
135/PDT/2014/PT:PBR tentang.perbuatan melawan hukum:Adapun menurut Penulis
yang menjadi- ketertarikan dalam  perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR adalah
Penggugat kalah dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan
bahwa Tergugat-tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan bukti-bukti yang.-telah’diajakan ,oleh para pihak kehadapan Majelis
Hakim. Sehingga Penggugat ‘mengajukan banding ke ,Pengadilan Tinggi Pekanbaru
dan Majelis Hakim. juga menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri Pekanbaru.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana terjadinya perbuatan
melawan hukum dalam perkara perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR ? dan
Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perdata Nomor
135/PDT/2014/PT.PBR ?

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dilihat dari jenis penelitian
adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif (doctrinal). Penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen (studi kasus)
yaitu dengan .cara mempelajari. berkas..atau dokumen . perkara Nomor :
135/PDT/2014/PT.PBR, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat
deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran
secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian dan+pembahasan “diketahui bahwa perbuatan melawan
hukum dalam perkara Nomor 135/PDT1/2014/PT.PBR adalah telah memenuhi unsur
perbuatan melawan hukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri,
hanya saja bukan terhadap pihak Tergugat melainkan pihak Pengugat itu sendiri
berdasarkan bukti-bukti® yang ada melalui rekonvensi dari pihak Tergugat.
Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor
135/PDT/2014/PT.PBR yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah
sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.

laku manusia
sebagai anggo z . engar agar te ya ketertiban dalam
lingkungan mas t terutam a Jara, yang apabila jika
dilanggar maka 8 enimbulke anks agi  siapapun yang

melanggarn
ukan bahwa setiap
perbuatan - g al Kerugian pada orang lain,
mewajibkan o mengganti kerugian.

maka gugatan tersebut dapat dimintakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan
melawan hukum. Dalam hukum perdata, bentuk kerugian tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua ( dua) yaitu :
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a. Kerugian materil
Yaitu kerugian yang berwujud dalam bentuk uang, barang atau harta

kekayaan.

“‘Ql—

AN

Perdata di Int 9 ' : : tingan itu adalah
merupakan kepe ) Kepentinga enimbulkan benturan
yang tidak dape ole ' ra damai 1*‘ a at.saja berakhir dengan

penyelesaia

Yani No. 152 Sukajadi, Pekanbaru sebagal Tergugat II.

Timbulnya lembaga fidusia sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah
karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand ( gadai )

mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhanmast=yarakat dan tidak
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dapat mengikuti perkembangan masyarakat ( Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1997 :

15-116).

Kasus tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena munculnya masalah

2011 Tergu 3 enanc \gani sec a st erjanjian Pembiayaan
Dengan Ja
tanggal 16 embe S i at anc @ ani Surat Perjanjian

Pembiayaan

Pada tanggal 31 Mei 2013 Tergugat | dan Tergugat Il telah menandatangani
secara sepihak dan bersama-sama surat permohonan pembatalan Asuransi Kendaraan
Bermotoe atas nama Penggugat dengan pihak Asuransi Astra Buana yaitu GARDA

Oto dengan Nomor Polis 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM :
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1679 DQ, tertanggal 31 Mei 2011 oleh Tergugat I dan Nomor Polis : ACCBN

10141751611, Kontrak : 0250050600120076/500000013066 atas mobil BM 1341 DT

oleh Tergugat Il dengan nama tertanggung pada kedua pois tersebut adalah nama

Pada tanggal 12 September 2013 Penggugat mendatangi Kantor Perwakilan
Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Astra Buana yaitu Garda Oto dilayani oleh
Sdr. Ilham untuk melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil Penggugat dengan

Nomor Polisi : BM 1341 DT. Kemudian Penggugat dinyatakan tidak dapat
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melakukan Klaim atas kehilangan tersebut karena Polis atas hama Penggugat dengan
Pihak Asuransi dengan Nomor Polis : ACCBN 1587284511, Kontrak

01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM 1341 DT tertanggal 31 Mei

dang jasa rental
para Tergugat
mengalami Bertepat: : . )ses tender pengadaan
mobil pada ' y sehingg n kegiatan usaha

der dan kegiatan

dilakukan oleh orang-orang suruha gugat | dan Tergugat I, maka Penggugat
meminta ganti kerugian materil kepada para Tergugat, yaitu Tergugat | sebesar Rp.
900.000.000,- ( Sembilan ratus juta rupiah ) dan Tergugat Il sebesar Rp.

800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ).
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Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang
dilakukan oleh para Tergugat juga diminta ganti kerugian. Tergugat | sebesar Rp.

129.420.000,- ( seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Rp. Rp. 5.270.00 +100.130.000,- ditam 12 15.790.000,- maka

total keseluruhannya yaitu S ‘ 00.130.000,- + Rp.

hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat
dapat menyewakannya sebesar Rp. 300.000,- per hari maka nilainya ( Rp. 300.000,- x
159 ) = Rp. 47.700.000,- ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan seama 13 (

tiga belas ) bulan dengan angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 4.730.000,- maka
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nilainya ( Rp. 4.730.000,- x 13 ) = Rp. 61.490.000,- dan ditambah dengan DP Rp.
15.030.000,- kemudian ditambah dengan kerugian Penggugat sebesar Rp.

35.000.000,- atas biaya operasional selama melakukan pencarian terhadap mobil

secara sepi t Perja embiayaa Jusia atas fasilitas
pembiayaa

terlebih dah

Pengadilan Negeri Pekanbaru agar menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk

mengembalikan hak-haknya.

Adapun surat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain adalah :



1. Fotocopy dari Copy persyaratan pada saat pengajuan pembiayaan ( KTP
Penggugat dan lIstri, KK, SKU dari Kelurahan Balik Alam, Rekening Giro,

Rekening Listrik ) dan rincian pendapatan dari Jasa Angkutan Sewa Eksekutif

iy disay yejepe il udwnyo(]
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bukti mana dipersidanga dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

bermaterai cukup diberi tanda P-3.

4. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 oleh Tergugat I, bukti
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mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai

cukup diberi tanda P-4.

anggal 12 September
960 atau mobil BM
013, bukti mana

bermaterai cukup

diberi tanda '. ‘ ‘

8. Fotocopy dari fotocopy

\\‘-"

sebagai bukti pembayaran kepada

Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-8.

9. Fotocopy dari fotocopy 2 ( dua ) Surat Kuasa Peaksanaan Eksekusi Objek
Jaminan Fidusia dari Tergugat | dan Il tertanggal 22 Mei 2013 bukti mana

hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-9.
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10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan bukti mana dipersidangan

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-

10.

11. Of N Pe ‘h 2 ngan Jaminan Fidusia

12. . Asuransi Astra
1341 DT untuk
11, bukti mana
bermaterai cukup
13. g isan ta - cap basah oleh Sdr.

dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-13.

14. Fotocopy kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana
dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup

diberi tanda P-14.

10
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15. Fotocopy dari fotocopy Struk ATM sebagai buki pembayaran kepada

Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermateraai cukup diberi tanda P-

19. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-19, P-20, P-21, P-

22, dan P-23.

20. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dengan nomor : 0410/CMT-

R/28/V1/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dengan Sdr. Chandra Setiawan, bukti

11
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mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai

cukup diberi tanda P-24.

mengajukan 4
ammad Faisal,

Fransis

Terguga

berikut :

WA E
2
&
2,
=)
E
((g
o
£
2,

LS

Dalam ek

Eksep

. Bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan
dengan jaminan fidusia pada point 16 menyatakan : “Bilamana timbul
perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan

Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal

tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut

12



tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka kreditur dan debitur

setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa

mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”;

iy disay yejepe il udwnyo(]

Eksepsi di ifika quoa ak mempunyai kedudukan untuk

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

mengajukan gugatan):

1. Bahwa Penggugat adalah debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan
terhadap 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No.

Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679
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DQ dengan jaminan fidusia berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan
jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan

Tergugat | dan terhadap 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No.

304 No. Polisi BM 1341

gugat II;

’ dengan jaminan
pada tanggal 16

an tersebut macet

o

I de

: ggugat melakukan
ol
o
y

ditagih dengans eketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan
pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditur atau juru sita Pengadilan
atau pihak lain yang ditunjuk kreditur, dalam hal terjadi salah satu atau lebih

peristiwa sebagai berikut : a. debitur lalai membayar salah satu angsuran
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atau angsuran-angsurannya, atau sebitur melalaikan kewajiban-
kewajibannya; b.....

4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai kedudukan lagi untuk

hukum yang dilakukan

““‘ .9 @ ‘ arena dilakukan
(i
o

erkara aquo, maka

setidak-tidaknya

ype Xi MC Family No. Rangka

\\‘-

MHKV1BA2JBK1018 DHG67883 No. Polisi BM 1679 DQ dan
pembatalan asuransi kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan melawan
hukum karena perjanjian pembiayaan dengan fidusia tersebut tidak sah,

karena Penggugata merasa tidak ada menandatangani perjanjian;
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3. Bahwa patut diketahui adanya kedua unit mobil tersebut adalah karena

Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit dengan memakai pembiayaan

Tergugat | dan Tergugat II;

idak jelas dan

dapat diterima

MC Family No. Rangka BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No.
Polisi BM 1679 DQ berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan
fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat
| dan terhadap 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No. Rangka

MHKV1AA2JBK104838 No. Mesin DP49304 No. Polisi BM 1341 DT
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berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No.

02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November 2011 dengan Tergugat Il;

janggal sekali Penggugat.. mendalilkan tidak pernah

0, fidusia, sebab tanpa

aw
g
2 N\t

secara kredit

AN

fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2011 antara
Penggugat dengan Tergugat Il disebutkan jumlah keseluruhan hutang
Penggugat adalah Rp. 170.280.000,- ( seratus tujuh puluh juta dua ratus

delapan puluh ribu rupiah ) dengan angsuran perbulan Rp. 4.730.000,- ( empat

17



juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ) selama 36 bulan sejak November 2011

sampai dengan Oktober 2014. Namun pada bulan Desember 2012 sampai

dengan sekarang Penggugat tidak lagi membayarkan cicilannya;

H at | dan Tergugat

ANER

Penggugat dengan
huruf a disebutkan

ajibannya, kreditur

Wagaky

iy disay yejepe il udwnyo(]
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dimanapun barang yang dijad aminan fidusia;

9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas sangat tidak
beralasan hukum Penggugat menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan

oleh Tergugat | tanpa adanya perintah tertulis terhadap 1 ( satu ) unit mobil
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Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822
No. Mesin DH67883 BPKB atas nama : Syahril Agoes Nomor Polisi : BM

1679 DQ Warna : Hitam matalik Tahun 2011 adalah sebagai suatu perbuatan

10. A ana sesuai dengan

11. oleh karena tidak
Premi Angsuran
12. n jika Penggugat

13. S ‘&% | pun bukan nasabah yang

dating ke kanto . Q‘

103 ayanan yang prima. Faktanya
| L\ N |
Penggugat dating ke k gugat mendapat perlakuan wajar dan
dilayani oleh karyawan kantor. Namun Penggugat sendiri yang emosi yang
tidak mau menerima kenyataan yaitu Penggugat sendir yang tidak membayar

cicilan dan marah-marah;
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14. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Penggugat

mengkaitkan kerugian Penggugat dengan berlangsungnya proses tender

pengadaan mobil pada kontraktor PT. Chevron;

dengan Tergugat | dan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2011 dengan Tergugat Il

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
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18. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat | dan Tergugat Il melakukan

perbuatan melawan hukum, maka dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

e Y 1 ) )

52

atau setidak-tidaknya
dapat diterima (

Nietaanvankelijkverklaad

2. Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il tidak melakukan perbuatan melawan

hukum;

21



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengana jaminan

fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat

dan Tergugat I;

s
,mfo.m : us dua puluh ribu
l ~

immaterial sebesar

gat;

Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya;
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2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan

fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat

dengan Tergugat I.

kepada Penggugat | Rekonve ebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar

rupiah ) secara tunai dan sekaligus.
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8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian
immaterial kepada Penggugat Il Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (

satu milyar rupiah ) secara tunai dan sekaligus.

tersebut.

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar RP. 150.000,- (

seratus lima puluh ribu rupiah).
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Dalam perkara ini yang menarik menurut Penulis untuk diteliti adalah dalam
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Penggugat kalah dalam perkara tersebut

dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan wewenang

tidak dapat diterima (niet

.’a . i dalam surat

Setelah ¢ : er anbaru, Penggugat
kemudian 5 - ke Pe 3 E aru, dan Majelis Hakim

menguatkan

Pada Perkara Perdata Nomor 1 014/PT.PBR ( Studi Kasus )”.
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ISJI9AI

nery wejsy sej

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka dapat

diidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1.

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di universitas Islam Riau.
2. Sebagai tambahan ilmu bagi Penulis, khususnya terhadap masalah yang

berhubungan dengan objek yang diteliti.
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3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan

penelitian lanjutan.

‘rmakna sesuai

asan penelitian

pemilikan suatu
benda yang hak

benda. Sebelum

pengoperan hak milik dari pemiliknya ( debitur ) berdasarkan adanya perjanjian
pokok ( perjanjian utang piutang ) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan
hanya haknya saja secara yuridiselevering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara

kepercayaan saja ( sebagai jaminan utang debitur ), sedangkan barangnya akan
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tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter,

melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar.

(A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

ak orang lain atau

dalam pergaulan

buatan yang wajib

ukan suatu perbuatan

Perumusan 0 3 I ini telah mengabsorbsi
perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab
dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan

sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan
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dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum

tidak tertulis).

Perbuatan melawan hukum dalam Pa 1365 KUHPerdata bahwa

elawan hukum
ajiban hukum
melawan hukum

undang-undang

adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

tersebut”.
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Berdasarkan Kamus Hukum Lengkap (Rocky Marbun, 2012 : 237)

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
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F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut :

penelitian hukum
yang khususnya

’DT/2014/PT.PBR

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder

yang terdiri dari :
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara
perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR dan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

C. etunjuk maupun
bentuk kamus.
3.
perkara Nomor

135/PDT ata, mengklarifikasi
sesuai den data tersebut dengan
menguraikan mat yang jelas dan
menyajikan akuka pembahasan  dengan
memperhatikan teori-t -undang dan data lainnya serta

membandingkan dengan pendapat para ahli.

Adapun cara penarikan kesimpulan yang penulis pilih dari penelitian ini
adalah berpedoman pada cara deduktif, yaitu memberi kesimpulan dari hal-hal

yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB Il

TINJAUN UMUM

mempergunakan istilah “melawan”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah

“perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan : “Istilah onrechtmatigedaad
daam bahasa Balanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang

dipakai dalam Pasal 1365 BW dan yang berhubungan dengan penafsiran dari
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pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada

hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar

merupakan Hukum Adat” (Wirdjono Prodjodikoro 2008 : 7).

u ketentuan Code
ukum ini Belanda

dalam Pasal 1382

adalah suatu perbuatan yang perbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas
sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu meliputi segala lapangan hidup

manusia dalam suatu masyarakat” (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 8).
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Menurut Wirdjono Prodjodikoro, 2008 : 179), istilah perbuatan melanggar
hukum adalah “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum

melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya

n dari kewajiban

lerbitkan hak untuk

. Suatu kesalahan perdata (Civ ong) terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau
wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban

equity lainnya.
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5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau
lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang

lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yaitu bahasa aslinya “daad” (
Pasal 1365 KUHPerdata ) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya

bahasa Belanda “nalatigheid” ( kelalaian ) atau “onvoorzigtigheid” ( kurang hati-
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hati ) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal
1365 KUHPerdata itu untuk orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal

1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini

iy disay yejepe il udwnyo(]
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(c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
(d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zedeen);
(e) Perbuatan yanag bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat

untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan

kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan
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demikian, melanggar hukum (onrechtmatig) sama dengan melanggar Undang-

Undang (onwetmatig).

ut hukum dapat
masih anak-anak.

erbuatan Melawan

diberlakukan tanggung jawab tang alahan tersebut, hal tersebut tidak didasari

atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan”

(schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana
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cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dapat dimintakan tanggung

jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Ada unsur kesengajaan, atau;

penilaia
perhitun

kemungkinan ada o ya an @’ sesungguhnya, dan

keuntung : ka _ 1 Ke dihitung dengan sejumlah

uang.

kerugian materil juga mengakui kerugian immaterial, yang juga akan dinilai

dengan uang.

e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
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Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu

kerugian, maka perlu diikuti teori “adequate veroorzaking” dari Von Kries.

Menurutnya ini yang dianggap sebagau sebab adalah perbuatan yang menurut

zekergeid” ( penyerahan hak milik sebagai jaminan ) sebagai singkatan dapat

dipergunakan istilah “fidusia” saja (Mariam, 1991 : 90).

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan

hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Balandanya sering disebut
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dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO),

sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah

Fiduciary Transfer of Ownership (Munir, 2002 :3).

e. Hak mendahului (preferen)

f. Sifat accessoir.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas

benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
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bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaiman yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai

korporasi yang mempunyai

b i fidusie ‘ 0 angan
) Penerima fidu @““L@

piutang yang pembayara dengan jaminan fidusia.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur
yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih
dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang

diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan
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penerima Kkredit (debitur). Sementara itu, keuntungannya bagi kreditur dengan
menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit

tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan

1. Di engan akta notaris dalam bahasa Akta jaminan sekurang-
kura

a)

2. Utang yang pelunasannya dija an dengan jaminan fidusia adalah :
a) Utang yang telah ada;
b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam

jumlah tertentu;
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¢) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkaan

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

3. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau

1. Posisi Kasus Perkara Perdata Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

Para pihak dalam perkara perdata Nomor ; 135/PDT/2014/PT.PBR yaitu

sebagai berikut :
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SYAHRIL AGOES, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman / Jalan Jawa

No. 195, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri — Riau. Pekerjaan

sebagai wiraswasta. Semula Penggugat sekarang Pembanding.

esia, pemilik mobil

1BA2JBK104838,

SLNARN

S 3
e
<>

melawan hu

T

Para Tergug ayaan Konsumen yang tidak

e
memberikan perlakuan atau 13 a benar dan jujur serta kerap melakukan
tindakan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum

terhadap Penggugat selaku konsumennya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para Tergugat
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adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentyuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

dalam mengajukan gugatannya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat Kita

jumpai dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yang mengharuskan gugatan memuat :

1. ldentitas daripada para pihak
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Bagian ini berisi mengenai identitas yang terang dari pihak-pihak yang
berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari Penggugat

dan Tergugat.

<

hukum yang

-
s

en van den eis)
atau di asar dari tuntutan

terdiri ang kejadian-kejadian

wARARNRY

sama lain, akan di eksepsi “oh scuur libel” berakibat tidak diterimanya gugatan

tersebut.

47



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut Bambang dan Suyajadi ( 2012 : 21), disamping petitum/tuntutan
pokok kita jumpau pula tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok,

biasanya sebagai tuntutan tambahan yaitu :

b.
C. lebih  dahulu
atau dimintakan
d moratoir), apabila
bayaran sejumlah
e aksa (dwangsom)
f tan alan nafkah bagi

macamnya. Dapat berupa barang gerak maupun tidak dan bias pula barang
bergerak yang masih akan didapat atau belum dipegang tangan, yaitu tanah dan

bangunan, serta barang bergerak (Achmad, Suharto, 2007 : 49).
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Dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan,

yaitu :

o

Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses
eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat

diaksanakan, karena putusan tersebut beum mempunyai kekuatan hukum yang
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tetap sehingga belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum
mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali

dalam putusan serta merta (putusan uit voerbaar bij voeraad).

Sedang

banding

1. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut
dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan

banding.
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2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan ( Pasal 7 UU No.
20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.

3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari

Jadi jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan
banding yang diajukan meampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima
dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan

banding telah lampau (Sinta, 2016).
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4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi

nsms, umur, dan nama kuasanya kalau ada.

3. Pertimbangan
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Pertimbangan atau sering disebut juga considereans merupakan dasar
pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang

duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam

Jugatan. Ini berarti

bahwa ¢ an tersebut terkait

dengan ada ua bagian tuntutan

dan dila dak dituntut atau

N

dan (3), Pasal 189

a. DALAM PROVISI:

1) Menolak tuntutan provisi Penggugat

b. DALAM EKSEPSI :
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1) Menerima eksepsi para Tergugat;

2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili

perkara ini;

1)
d.
1)
e.
1) dalam perkara ini
ibu rupiah ).
5. A Tma
inggi  Pekanbaru telah
mengambil keputu 014/PT.PBR yang amarnya

a. DALAM PROVISI

1) Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI
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b. DALAM EKSEPSI

1) Menerima eksepsi para Tergugat;
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antara kedua pihak adala ( meluruskan, artinya membuat

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

sebagaimana semestinya.
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Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum dapat
diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk

mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian
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yang terbit dari interaksi social yang menyediakan ganti rugi terhadap korban
dengan suatu gugatan yang tepat (Wirjono, 2000 : 7).

Menurut Munir Faudy (1999 : 13), yang termasuk ke dalam perbuatan

melawan hu buatan berikut :

a.

b.

C.

d. Pe keharusan dalam
jian pembiayaan

dengan jam idusia 1': : lo 5/PDT/2014/PT.PBR

antara S gatan terhadap PT.

Astra Se rma Bhakti Sedaya

Finance s 5/PDT/2014/PT.PBR

penulis me SUa salahan pertama yang penulis

teliti, yaitu :

ahril Agoes sebagai Penggugat
mendatangi kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor dan
bertemu dengan lhlam guna melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil
Penggugat dengan nomor polisi BM 1341 DT. Saat itu Penggugat dikatakan tidak
dapat melakukan klaim atas kehilangan mobil tersebut karena asuransi telah

dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013 secara sepihak.
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Kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 16 November 2011
diketahui bahwa Tergugat | dan Tergugat Il telah menandatangani secara sepihak

surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan menagtasnamakan

diketahui telah
onan pembatalan

ak asuransi Astra

Penggugat. Sehingga pad akgirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Pekanbaru untuk dapat menuntut hak-haknya.

Namun setelah mengajukan gugatan ke Pegadilan Negeri Pekanbaru,
Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat

karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki wewenang untuk mengadili
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perkara tersebut. Sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati oleh para
pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila terjadi suatu permasalahan
diantara para pihak tersebut maka semuanya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan. Sehingga sudahsepantasnya Majelis Hakim, tidak dapat menerima
gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selain dari pada ituy, Tergugat/Edan Tergugat Il juga membuktikan bahwa
mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan hal itu tidak mendasar.
Yang pada kenyataannya adalah dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa
Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang
seharusnya dilakukan kepada para Tergugat, sehingga para Tergugat mengalami
kerugian dan dengan terpaksa melakukan penarikan atau pengambilan barang
yang telah menjadi jaminan dalam perjanjian mereka. Hal tersebut sudah
termasuk dalam perjangian yang telah ada ssebelumnya” diantara para pihak,
dimana jika Penggugat sebagai kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya
yaitu membayar biaya angsuran maka para Tergugat sebagai debitur dapat
menarik atau mengambil kembali barang jaminan kapan saja dan dimana saja
meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh debitur atau Penggugat.

Berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBG gugatan boleh diajukan secara
tertulis dan boleh diajukan secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR/144 RBG
(Riduan, 2009 : 25). Penggugat akhirnya mengajukan gugatan kepada Tergugat
secara tertulis demi mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki

Penggugat.
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Menurut Suhamoko (2004 : 116), seperti halnya tujuan gugatan perbuatan
melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan

semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Jadi gugatan Penggugat

Undang-Undang

inya menentukan :

melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya menentukan, “ Majikan-majikan
dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan

mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh
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pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan
untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Dalam rekonvensi para Tergugat, menjelaskan bahwa gugatan yang

selaku pemohon

gan aslinya dan

4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 156 tanggal 20 Juni 2011 yang
ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Pekanbaru bukti mana di
persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup

diberi tanda T.1-4.
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. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 15 Juli 2011 bukti

mana dipersidangantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai

cukup diberi tanda T.1-5.

99.AH.05.01 tahun 2011

Penggugat selaku

suai dengan aslinya

T.2-2.

. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 199 tanggal 8 Desember 2011 yang

ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Pekanbaru bukti mana
dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup

diberi tanda T.2-3.
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4. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 16 Januari 2012

bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

bermaterai cukup diberi tanda T.2-4.

6. ril Agoes bukti

ya dan bermaterai

elah mengajukan 2 (

dua ) redit Company di

bagian L edit/pembiayaan yang

diajukan pelunasan objek
fidusia dar

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan
Terhadap Perkara No. 135/PDT/2014/PT.PBR

Menurut Bagir Manan (2009 : 9), Hakim dalam menyelesaikan suatu

perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh , menemukan

pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut
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harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Terdapat beberapa tolak ukur
sebagai makna mengadili menurut hukum antara lain :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan

3. ang dipertimbangkan
arena kemungkinan
dak sesuai dengan

4 wajib mengutamakan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila
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pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004 : 140).

Sebelum penulis melakukan pembahasan terhadap pertimbangan hukum
oleh Pengadilan Tinggi maka terlebih dahulu penulis menelaah dan membahas
petimbangan-pertimbangan yang diberikanoleh Majelis Hakim pada tingkat
Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata

perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 163/Pdt.G/2013/PN.PBR
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Pertimbangan hakim dalampersidangan pada Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi diuraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

duplik dari Tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa menyangkut Surat
Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 01.500.506.00.114123.3
(bukti P-4 bersesuaian dengan bukti T.1-2), nomor 02.500.506.00.120076.6 (bukti

P-11 bersesuaian dengan bukti T.lI-2) yang tanda tangan Penggugat beserta
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dengan istri didalamnya telah diingkari, namun jika disesuaikan dengan KTP
masing-masing tanda tangan tersebut adalah identik.

Tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penandatangan

adalah suatu proses
pertahankan sesuai

hukum acara pidana

Pembuktian sebagai sebuah proses mengandung beberapa unsur yang
berkaitan satu sama lain, yaitu :
1. Para pihak ( Penggugat dan Tergugat, Pemohon )
Unsur pertama dan utama dalampembuktian adalah adanya para pihak (

Penggugat dan Tergugat ) yang bersengketa dalam suatu perkara; Pemohon
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dalam perkara permohonan. Para pihak ini yang memiliki kewenangan untuk
menentukan luasnya gugatan ( onderwerp van den eis ), bukan hakim.

Luasnya gugatan yang ditentukan oleh para pihak ditentukan dalam proses

Prinsip dasar dalam pengajuan alat-alat bukti adalah diajukan dalam
persidangan. Setiap alat bukti yang ingin diajukan oleh para pihak harus
diajukan dalam persidangan. Tidak dibenarkan keterangan-keterangan saksi
msupun pengakuan pihak Tergugat yang dikemukakan di luar persidangan

dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena keabsahan suatu alat bukti,
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selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil,
salah satunya adalah diajukan dalam persidangan.

4. Bertujuan untuk meyakinkan hakim

N alat bukti, yaitu untuk

"

iapa menyatakan
ntuk meneguhkan

3 orang itu harus

k, melakukan suatu

harus membuktikan

untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang
tertulis dan telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Bahwa pada perjanjian tertulis bilamana timbul perbedaan pendapat atau
perselisihan maupun sengketa antara kreditur dan debitur sehubungan dengan

perjanjian yang terlaksana, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan atau jika
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keputusannya tidak dapat diterima maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan undang-

Menurut Ropaun Rambe 06 : 74), para pihak dapat mengajukan
pemeriksaan dalam tingkat banding kepada H.G.H. dalam perkara yang diputus
dalam tingkat pertama oleh R.v.J. Dalam persengketaan tentang wewenang
mengadili, maka banding dapat diterima meskipun hakim yang wewenangnya

untuk mengadili ditangkis, sebenarnya berhak mengadili pokok perkaranya dalam
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tingkat tertinggi. Tiap-tiap pihak yang menyatakan menerima putusan tidak dapat

diterima untuk mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding.

Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan
tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

dan benar”.
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- Bahwa penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat

banding untu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014.

inggi mempelajari
dan mence ) _' ) engac 2geri Pekanbaru Nomor
163/Pdt.( 3/P ' ohonkan banding
tersebut, / : [ I dasa ! enjathkan putusan

tersebut ‘ sangan | gkat Pertama sudah

yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbanagn hukum yang diberikan oleh

Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Penulis
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berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan sudah

sesuai dengan ketentuannya.

gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak
sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
untuk mengadilinya, karena didalam perjanjian yang telah disepakati oleh

para pihak sebelumnya bahwa setiap permasalahan atau sengketa yang terjadi
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antara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.

melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.
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